
SALINAN

KOIEISI PEilILIHAIY IIMTIM
KABI'PATIIT PAITGAITDARAN

KIPUTUSAIT KOUISI PEMILIIIA!5 I'UUT
KABUPATEIT PANGANDARAT{

rrouoR 861HK.o3.l-Kpt/ 3i2t81 r{PU-Kab I rxl 2018

TE.NTANG

PIRI'BAIIAN KEPUTUSAN KO}IISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PANGANDARAN NOIUOR NOMOR z O9l HK.O3.l-Kpt/ 32181 KPU-

l<ab IIILI 2018 TENTANG PEUBEIITITKAN PANITIA PEMILIHAN KTCAUA:IAN
(ppKl DALAIT pErvyELrN(rcARAAn PTMILIHAN rrMUU TArrrrN 2Ol9 PAI,A

KOUIS PEMILIIIAN I'UI'IE KABI'PATEIT PAITGAITDARAIT TAIIIflT AITGGARAII
2018

I(EirUA KOMISI PT}IEIIIAIT I'UUil KABT'PATEN PAITGANDARAITT,

ilenlmbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia Nomor 97 | /PP.O1-
SD/0l/KPU l..VI,Jll2OlS tentang Perpanjangan Masa Kerja
Anggota PPK dan PPS Tahun 2018;

b. bahwa sesuai pertimbangan dimaksud dalam huruf a
perlu melakukan perpanjangan masa ke{a anggota
panitia pemilihan kecamatan 9PPK) Kabupaten
Panandaran;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana
yang dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan
keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Pangandaran tentang Perubahan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor Nomor
: O9l HK.03.1-Kpt/ 32181 KPU-Kab llrtl20 18 Tentang
Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada
Komis Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Tahun
Anggaran 2018.

ilengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan I-embaran Negara Republik
Indonesia Nomor a2861;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun
2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor O5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun

v

irt



!

2}fi tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan {kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2}ll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 523a1

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2OI2 Tentang
Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A12
Nomor 23O, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5a9al;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 Tentang
Pemerintah Daerah sebagaiman telah diubah sebanyak
dua kali menjadi Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Perubahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 56791;

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang Pemilihan
Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol7 Nomor 182), tambahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a355);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 233, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6138);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2Ol7
Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah
sebanyak dua kali dengan perubahan terakhir Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahub 2918 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 7 Tahun 2AL7 Tentang Tahapan, Program,
dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun
20t9;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor O3 Tahun 2018
Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Umum;

1. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat

Nomor 97 | IPP .OS-SD / 0 L II{PU ll/Ifi I 2AI8 Tentang

Perpanjangan Masa Keq'a Anggota PPK dan PPS Tahun

2018;

Memperhatlkan



Uenetapkan

KESATU

2. Benta Acara Rapat Pleno Nomor 26/PP.05.1-

BA/3218lKPU-KabllIIl2OlS Tentang Penetapan Hasil

Calon Anggoh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Terpilih

Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran.

UEUUTUSKAIII:
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR NOMOR : O9l

HK.03.1-Kpt/ 32t81 KPU-Kab lrtll20tS TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)

DALAM PET.IYELENGGAIU\T{}I PEMILIHAN UMUM TAHUN

2OI9 PADA KOMIS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2018.

Memberikan Perpanjangan Masa Keq'a Anggota Panitia

Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Umum Tahun 2OL9;

Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

adalah 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetap sampai dengan 31

Desember 2018;

Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panitia Pemilihan

Kecamatan (PPK) sebagaimana tercantum dalam Diktum

XTSATU meliputi:

a. Membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih,

Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap;

b. Membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

dalam menyelenggarakan Pemilihan;

c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan

Pemilihan di Tingkat Kecamatan yang telah

ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU

Kabupaten/Kota;

d. menerima dan menyampaikan daftar pemilih

kepada I(PU Kabupaten/ Kota;

e. Mengumpulkan hasil Rekapitulasi penghitungan

suara dari seluruh PPS di wilayah kedanya;

f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara

sebagaiman dimaksud pada huruf c dalam rapat

yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan

dan Panwas Kecamatan;

KEDUA

KBTIGA



g

h

I

Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana

dimaksud pada huruf f;

Menyerahkan hasil rekapitulasi suara kepada

seluruh peserta Pemilu;

Membuat berita acara penghitungan suara serta

membuat sertilikat penghitungan suara dan wajib

menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu,

Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten/ Kota;

Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan

yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;

Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap

tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah

kerl'anya;

Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan

calon perseorangan;

Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu

dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan

wewenang PPK kepada masyarakat;

Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Lain

yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU

Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan

perundang-undangan; dan

melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain

yang diberikan oleh ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Ttd

j

k.

\-

+

KEEMPAT

KAB

n

aslinya

ISBUPATEN PANCANDARAN

Hukum,

I

m.

o

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) Tahun Anggaran 2018;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangandaran
Pada tan8gal 30 September 2018

KOMISI PTMILIIIAN UMIIM
KABUPATEN PANGANDARAN

I(ETUA
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sg.

Salinan

WTTONO BUDI SAITTOSA

KELIMA
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